WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR <& TAHUN 2021

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

Menimbang

Mengingat :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

bahwa untuk mengakomodir Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 108 tahun 2016 dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 maka perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Kota Banjarmasin ;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502)



10.

11.

12.

13.

14.

15.

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tgahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614),

Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533)



16.

17.

19.

20.

21.

22.

23.

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6253);

Peraturan Pemerintah Nomor 56  Tahun 2018
tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011
Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi
Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 899)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual
pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 1425),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015
tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana
Bergulir pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);




Menetapkan :

24.

25.

26.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781)

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun
2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin
(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBIJAKAN
AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

Daerah adalah Kota Banjarmasin.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.

Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Kota Banjarmasin yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kota Banjarmasin.

Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
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11.

12.

13.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang
termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan
hak dan kewajiban Daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-
jawaban, dan pengawasan keuangan Daerah.

Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian,
pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas
hasilnya, serta penyajian laporan.

Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip
yang mendasari penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi
Pemerintahan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dan
merupakan rujukan penting bagi Komite Standar Akuntansi
Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, dan pemeriksa dalam
mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur secara jelas
dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP, adalah
prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan
menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-
konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh
suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan
keuangan.

Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah serangkaian prosedur
manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data,
pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi
keuangan pemerintah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak
sebagai bendahara umum daerah

Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi tugas untuk
melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya
disingkat BUD.



14.

15.

16.

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih
entitas akuntansi yang menurut Kketentuan peraturan perundang-
undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa
laporan keuangan.

Entitas Akuntansi adalah unit pada pemerintahan yang mengelola
anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi
dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang
diselenggarakannya.

Unit pemerintahan adalah pengguna anggaran/penggunan barang yang
berada di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin

BAB II
KEBIJAKAN AKUNTANSI
Pasal 2

Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah menerapkan SAP Berbasis
Akrual.

Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah terdiri atas kebijakan akuntansi
pelaporan keuangan dan kebijakan akuntansi akun.

Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan
yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan.
Kebijakan akuntansi akun sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan
transaksi atau peristiwa sesuai dengan Pernyataan SAP atas:

a. Pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi dalam SAP;
dan

b. Pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi dalam SAP;

Pasal 3
Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada
pasal 2 ayat (3) terdiri dari :
a. Kerangka konseptual,;
b. kebijakan akuntansi penyajian laporan keuangan;
c. kebijakan akuntansi Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas
dan Laporan perubahan saldo anggaran lebih;



kebijakan akuntansi neraca;

e. kebijakan akuntansi laporan operasional dan laporan

perubahan ekuitas;
kebijakan akuntansi laporan arus kas; dan
kebijakan akuntansi catatan atas laporan keuangan.

(2) Kebijakan Akuntansi Akun sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (4)
terdiri dari:

a‘
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Kebijakan Akuntansi Nomor 01 tentang Kas dan Setara Kas;
Kebijakan Akuntansi Nomor 02 tentang Piutang;

Kebijakan Akuntansi Nomor 03 tentang Persediaan;
Kebijakan Akuntansi Nomor 04 tentang Investasi;

Kebijakan Akuntansi Nomor 0S5 tentang Aset Tetap;
Kebijakan Akuntansi Nomor 06 tentang Konstruksi Dalam Pengerjaan;
Kebijakan Akuntansi Nomor 07 tentang Dana Cadangan;
Kebijakan Akuntansi Nomor 08 tentang Aset Lainnya,
Kebijakan Akuntansi Nomor 09 tentang Aset Tidak Berwujud;
Kebijakan Akuntansi Nomor 10 tentang Kewajiban;
Kebijakan Akuntansi Nomor 11 tentang Pendapatan-LRA;
Kebijakan Akuntansi Nomor 12 tentang Belanja;

. Kebijakan Akuntansi Nomor 13 tentang Pembiayaan;

Kebijakan Akuntansi Nomor 14 tentang Pendapatan-LO;

Kebijakan Akuntansi Nomor 15 tentang Beban;

Kebijakan Akuntansi Nomor 16 tentang Koreksi Kesalahan.

Kebijakan Akuntansi Nomor 17 tentang Penyelesaian Pekerjaan Yang
Melewati Tahun Anggaran

Pasal 4

Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan dan kebijakan akuntansi akun
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II III dan IV yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.



BAB III
PELAPORAN KEUANGAN
Pasal 5

(1) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Entitas Pelaporan
wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahunan, setidak-

tidaknya terdiri dari:
Laporan Realisasi Anggaran;
Laporan Perubahan SAL;

Neraca;

Laporan Arus Kas;
Laporan Perubahan Ekuitas;

a
b
C
d. Laporan Operasional;
e
f.
g. Catatan atas Laporan Keuangan.

(2) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Entitas Akuntansi
pada unit pemerintahan wajib menyusun Laporan Keuangan Tahunan,
yang setidak-tidaknya terdiri dari:

a. Laporan Realisasi Anggaran;

Neraca;

Laporan Operasional;

Laporan Perubahan Ekuitas; dan

Catatan atas Laporan Keuangan.

e /a0 T

(3) Dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan
daerah PPKD selaku BUD wajib menyusun Laporan Keuangan, yang
setidak- tidaknya terdiri dari:

a. Laporan Realisasi Anggaran;

b. Neraca;

c. Laporan Operasional;

d. Laporan Arus Kas

e. Laporan Perubahan Ekuitas; dan

f. Catatan atas Laporan Keuangan



LAMPIRAN II

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA
BANJARMASIN

KERANGKA KONSEPTUAL

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

A. PENDAHULUAN

1. TUJUAN

a.

Tujuan kerangka konseptual akuntansi adalah sebagai
acuan bagi:

1) penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi
masalah akuntansi yang belum diatur dalam kebijakan
akuntansi;

2) pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai
apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan
kebijakan akuntansi; dan

3) para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan
informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang
disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi.

Kerangka konseptual ini berfungsi sebagai acuan dalam hal

terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam

Kebijakan Akuntansi.

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip akuntansi yang
telah dipilih berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan
untuk diterapkan dalam penyusunan dan penyajian
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Tujuan kebijakan akuntansi adalah mengatur penyusunan
dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah untuk
tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan
laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.



Dalam hal terjadi pertentangan antara kerangka konseptual
dan kebijakan akuntansi, maka ketentuan kebijakan
akuntansi  diunggulkan relatif terhadap kerangka
konseptual ini. Dalam jangka panjang, konflik demikian
diharapkan dapat diselesaikan sejalan dengan
pengembangan kebijakan akuntansi di masa depan.

RUANG LINGKUP

a.

Kerangka konseptual ini membahas:

1) Tujuan kerangka konseptual;

2) Asumsi dasar;

3) Karakteristik kualitatif laporan keuangan;

4) Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan;

5) Kendala informasi akuntansi;

Kerangka Konseptual ini berlaku bagi pelaporan keuangan
setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan Pemerintah
Daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD,
tidak termasuk perusahaan daerah.

ASUMSI DASAR

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah
adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa
perlu dibuktikan agar kebijakan akuntansi dapat diterapkan,
yang terdiri atas:

a.

Asumsi kemandirian entitas;

Asumsi kesinambungan entitas;

Asumsi keterukuran dalam satuan uang (monetary
measurement)



Kemandirian Entitas

Asumsi kemandirian entitas, yang berarti bahwa unit
pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan dan entitas
akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan
mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan
sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan
dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi
terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas
untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan
tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas
pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk
kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas
kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya
dimaksud, utang piutang yang terjadi akibat pembuatan
keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program dan
kegiatan yang telah ditetapkan.

Entitas di pemerintah daerah terdiri atas Entitas Pelaporan
dan Entitas Akuntansi. Entitas Pelaporan adalah unit
pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas
akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung-
jawaban berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan yang mengelola
anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan
akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar
akuntansi yang diselenggarakannya untuk digabungkan
pada entitas pelaporan.

Kesinambungan Entitas

Laporan keuangan pemerintah daerah disusun dengan
asumsi bahwa pemerintah daerah akan berlanjut
keberadaannya dan tidak bermaksud untuk melakukan

likuidasi.



¢. Keterukuran Dalam Satuan Uang (Monetary Measurement)

Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan
setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan
satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan
dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

B. KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran
normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi
sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik
berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar
laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas
yang dikehendaki :

PN

Relevan

Andal

Dapat dibandingkan
Dapat dipahami

RELEVAN

Laporan keuangan pemerintah daerah dikatakan relevan
apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat
mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan dengan
membantunya dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa
kini, atau masa depan dan menegaskan atau mengoreksi hasil
evaluasi pengguna laporan di masa lalu. Dengan demikian,
informasi laporan keuangan yang relevan adalah yang dapat
dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

Informasi yang relevan harus:

a. Memiliki manfaat umpan balik (feedback value), artinya
bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus
memuat informasi yang memungkinkan pengguna laporan
untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasinya di
masa lalu;



b. Memiliki manfaat prediktif (predictive value), artinya bahwa
laporan keuangan harus memuat informasi yang dapat
membantu pengguna laporan untuk memprediksi masa
yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan
kejadian masa kini;

¢. Tepat waktu, artinya bahwa laporan keuangan pemerintah
daerah harus disajikan tepat waktu sehingga dapat
berpengaruh dan berguna untuk pembuatan keputusan
pengguna laporan keuangan; dan

d. Lengkap, artinya bahwa penyajian laporan keuangan
pemerintah daerah harus memuat informasi yang
selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi
akuntansi yang dapat mempengaruhi pembuatan
keputusan pengguna laporan.

ANDAL

Informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus
bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan
material, menyajikan setiap kenyataan secara jujur, serta
dapat diverifikasi. Informasi akuntansi yang relevan, tetapi jika
hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka
penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat
menyesatkan. Informasi yang andal harus memenuhi
karakteristik:

a. Penyajiannya jujur, artinya bahwa laporan keuangan
pemerintah daerah harus memuat informasi yang
menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa
lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar
dapat diharapkan untuk disajikan;

b. Dapat diverifikasi (verifiability), artinya bahwa laporan
keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi
yang dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih
dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya harus tetap
menunjukkan simpulan yang tidak jauh berbeda;



c. Netralitas, artinya bahwa laporan keuangan pemerintah
daerah harus memuat informasi yang diarahkan untuk
memenuhi kebutuhan umum dan bias pada kebutuhan
pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan
informasi yang menguntungkan pihak tertentu, sementara
hal tersebut akan merugikan pihak lain.

DAPAT DIBANDINGKAN

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan pemerintah
daerah akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan
laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan
pemerintah daerah lain pada umumnya. Perbandingan dapat
dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara
internal dapat dilakukan bila pemerintah daerah menerapkan
kebijjakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun.
Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila
pemerintah daerah yang diperbandingkan menerapkan
kebijakan akuntansi yang sama. Apabila pemerintah daerah
akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik
daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan,
perubahan kebijakan akuntansi harus diungkapkan pada
periode terjadinya perubahan tersebut.

DAPAT DIPAHAMI

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat
dipahami oleh pengguna laporan keuangan dan dinyatakan
dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas
pemahaman para pengguna laporan. Untuk itu, pengguna
laporan diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai
atas kegiatan dan lingkungan operasi pemerintah daerah, serta
adanya kemauan pengguna laporan untuk mempelajari
informasi yang dimaksud.



PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai
ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara
akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah dalam
melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan dalam
memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah
delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan
keuangan pemerintah daerah:

RN h RN

Basis akuntansi;

Prinsip nilai historis;

Prinsip realisasi;

Prinsip substansi mengungguli formalitas;
Prinsip periodisitas;

Prinsip konsistensi;

Prinsip pengungkapan lengkap; dan
Prinsip penyajian wajar

BASIS AKUNTANSI

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan
pemerintah daerah adalah basis akrual, untuk pengakuan
pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam
hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan
keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan
laporan demikian.

Basis akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa
pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh
pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di
Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan
beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan
penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun
kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau
entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak
luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada Laporan
Operasional.



Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis
kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa
pendapatan-LRA dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat
kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas
pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan
diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum
Daerah.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan
ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau
pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada
keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau
setara kas diterima atau dibayar.

PRINSIP NILAI HISTORIS

Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai
wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh Aset
tersebut pada saat perolehan. Utang dicatat sebesar jumlah
kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi
kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan
kegiatan pemerintah daerah.

Penggunaan nilai historis lebih dapat diandalkan daripada nilai
yang lain, karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat
diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat
digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

PRINSIP REALISASI

Bagi pemerintah daerah, pendapatan basis kas yang tersedia
yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah daerah
suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar
utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat LRA
masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka
pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi
melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.



PRINSIP SUBSTANSI MENGUNGGULI BENTUK FORMAL

Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan
jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan,
maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan
disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan
hanya mengikuti aspek formalitasnya (substansi over form).
Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak
konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal
tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan Atas
Laporan Keuangan.

PRINSIP PERIODISITAS

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah
daerah perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan
sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur dan posisi
sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode
utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode
bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.

PRINSIP KONSISTENSI

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang
serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan
(prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak
boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode
akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat
diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan
mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding
metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini
diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.



PRINSIP PENGUNGKAPAN LENGKAP

Laporan keuangan pemerintah daerah menyajikan secara
lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi
yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat
ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan
atau Catatan atas Laporan Keuangan.

PRINSIP PENYAJIAN WAJAR

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi
Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca,
Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan
Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat
diperlukan bagi penyusun laporan keuangan pemerintah
daerah ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan
keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan
mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan
menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan
keuangan pemerintah daerah. Pertimbangan sehat
mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan
prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau
pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak
dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan
pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya,
pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset
atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja
mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi,
sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak
andal.



D. KENDALA INFORMASI AKUNTANSI

Kendala informasi akuntansi dan laporan keuangan adalah setiap
keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal
dalam mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan
pemerintah daerah yang relevan dan andal akibat keterbatasan
atau karena alasan-alasan kepraktisan. Tiga hal yang menimbulkan
kendala dalam informasi akuntansi dan laporan keuangan
pemerintah daerah, yaitu:

1. Materialitas;
2. Pertimbangan biaya dan manfaat; dan
3. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif

1. MATERIALITAS

Laporan keuangan pemerintah daerah walaupun idealnya
memuat segala informasi, tetapi hanya diharuskan memuat
informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi
dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan
atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat
mempengaruhi keputusan pengguna laporan yang dibuat atas
dasar informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

2. PERTIMBANGAN BIAYA DAN MANFAAT

Manfaat yang dihasilkan dari informasi yang dimuat dalam
laporan keuangan pemerintah daerah seharusnya melebihi dari
biaya yang diperlukan untuk penyusunan laporan tersebut.
Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah daerah tidak
semestinya menyajikan informasi yang manfaatnya lebih kecil
dibandingkan biaya penyusunannya. Namun demikian,
evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan
yang substansial. Biaya dimaksud juga tidak harus dipikul
oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat.



LAMPIRAN III

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA
BANJARMASIN

KEBIJAKAN AKUNTANSI PELAPORAN KEUANGAN

A. PENDAHULUAN

1. TUJUAN

a.

Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah mengatur penyajian
laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose
financial statements) dalam rangka meningkatkan
keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran,
antar periode, maupun antar entitas akuntansi.

Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan akuntansi ini
menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian
laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan,
dan persyaratan minimum isi laporan keuangan.

Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan
keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan
bersama sebagian besar pengguna laporan. Pengakuan,
pengukuran, dan pengungkapan transaksi-transaksi
spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, diatur dalam
kebijakan akuntansi yang khusus.

2. RUANG LINGKUP

a.

Laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan
disajikan dengan basis akrual.

Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan
yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna.



¢. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat,
legislatif, lembaga pemeriksa/pengawas, pihak yang
memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan
pinjaman, serta pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah
Pusat, Pemerintah Provinsi).

d. Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang
disajikan terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang
disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan
tahunan.

e. Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas
akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas
pelaporan yaitu pemerintah daerah, sedangkan entitas
akuntansi yaitu SKPD dan SKPKD.

BASIS AKUNTANSI

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan
pemerintah daerah yaitu basis akrual. Namun, Dalam hal
anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka
Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan basis kas.

B. TUJUAN LAPORAN KEUANGAN

1.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi
mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran
lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu
entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam
membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi
sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah
adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk
pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas
entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan
kepadanya, dengan:



menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya
ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;

menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber
daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;

menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan
penggunaan sumber daya ekonomi;

menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi
terhadap anggarannya;

menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan
mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;

menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk
membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi
kemampuan entitas pelaporan dalam  mendanai
aktivitasnya.

Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna
mengenai :

a.

indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan
digunakan sesuai dengan anggaran; dan

indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan
sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang
ditetapkan oleh DPRD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan
menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal :

o ®

S R T I S

Aset;

Kewajiban;

Ekuitas;

Pendapatan-Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
Belanja;

Transfer;

Pembiayaan;

Saldo Anggaran Lebih,;



i. Pendapatan-Laporan Operasional (LO);
j. Beban; dan
k. Arus Kas.

Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk
memenuhi tujuan pelaporan keuangan, namun tidak dapat
sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan,
termasuk laporan non keuangan, dapat dilaporkan bersama-
sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran
yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas
pelaporan selama satu periode.

Pemerintah daerah menyajikan informasi tambahan untuk
membantu para pengguna dalam memperkirakan kinerja
keuangan entitas dan pengelolaan aset, seperti halnya dalam
pembuatan dan evaluasi keputusan mengenai alokasi sumber
daya ekonomi. Informasi tambahan ini termasuk rincian
mengenai output entitas dan outcomes dalam bentuk indikator
kinerja keuangan, laporan kinerja keuangan, tinjauan program
dan laporan lain mengenai pencapaian kinerja keuangan entitas
selama periode pelaporan.

TANGGUNG JAWAB PELAPORAN KEUANGAN

Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan
berada pada pimpinan entitas

KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

1.

Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan
keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (budgetary
reports) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen
menjadi sebagai berikut:

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);



c
d
e.
f.
g

Neraca;

Laporan Operasional (LO};
Laporan Arus Kas;

Laporan Perubahan Ekuitas;
Catatan atas Laporan Keuangan;

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh
setiap entitas akuntansi, kecuali Laporan Arus Kas dan Laporan
Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang hanya disajikan oleh
entitas pelaporan.

E. STRUKTUR DAN ISI

1.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

a.

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan
keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan
terhadap APBD.

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan
antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode
pelaporan dan menyajikan sekurang-kurangnya unsur-
unsur sebagai berikut:

1) Pendapatan-Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

2) Belanja;

3) Surplus/Defisit- Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
4) Pembiayaan;

5) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam
Catatan atas Laporan Keuangan. Penjelasan tersebut
memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan
anggaran, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material
antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang
merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu
untuk dijelaskan.



Ketentuan peraturan perundang-undangan mengharuskan
entitas akuntansi/pelaporan menyajikan laporan realisasi
anggaran dalam dua format yang berbeda, yaitu format
sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan format yang
diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah.

2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

a. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan
secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos
berikut:

1) Saldo Anggaran Lebih awal,

2) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih,;

3) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun
berjalan;

4) Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya;

5) Lain-lain;

6) Saldo Anggaran Lebih akhir.

3. NERACA

a. Neraca menggambarkan posisi keuangan pemerintah
daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal
tertentu.

b. Pemerintah daerah mengklasifikasikan asetnya dalam aset

lancar dan non lancar serta ~mengklasifikasikan
kewgjibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka
panjang dalam neraca. Sedangkan ekuitas adalah kekayaan
bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan
kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.



Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas
pada Laporan Perubahan Ekuitas

Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos
berikut:

1) kas dan setara kas;

2) investasi jangka pendek;
3) piutang;

4) persediaan;

5) beban dibayar di muka;
6) investasi jangka panjang;
7) aset tetap;

8) aset lainnya

9) kewajiban jangka pendek;
10) kewajiban jangka panjang;
11) ekuitas.

4. LAPORAN OPERASIONAL

a.

Laporan operasional menyajikan berbagai unsur
pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari kegiatan
operasional, surplus/defisit dari kegiatan non
operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos
luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan
untuk penyajian yang wajar secara komparatif.

Laporan operasional dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan
atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang

berhubungan dengan aktivitas keuangan selama satu
tahun,

Laporan operasional menyajikan pos-pos sebagai berikut:

1} Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;
2) Beban dari kegiatan operasional;

3) Surplus/defisit dari kegiatan operasional;



4) Kegiatan Non Operasional

S) Surplus/defisit sebelum Pos Luar Biasa
6) Pos luar biasa;

7) Surplus/defisit-LO.

Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan
dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas

Untuk menyesuaikan dengan Format Laporan Operasional
sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 71 Tahun 2010, maka diperlukan konversi atau
penyesuaian  atas beberapa rekening dalam Laporan
Operasional, sebagai berikut :

1) Pendapatan - Laporan Operasional (LO) .

Sesuai dengan Buletin Teknis yang mengatur mengenai
Akuntansi Transfer Berbasis Akrual, terdapat jenis
Pendapatan Transfer yang diterima oleh Pemerintah
Kabupaten dari Pemerintah untuk diterus-salurkan
kepada entitas lainnya ( misalnya Pemerintah Desa ) dan
Pemerintah Kabupaten tidak mempunyai kewenangan
untuk memanfaatkannya dalam rangka  kinerja
operasional pemerintahannya. Atas Pendapatan Transfer
jenis ini, tidak dilaporkan dalam Laporan Operasional (
Misalnya Transfer Dana Desa). Demikian juga
penyalurannya ke entitas lainnya atas Pendapatan
Transfer tersebut, juga tidak dilaporkan sebagai
Beban /transfer.

2) Beban .

Sesuai dengan format Laporan Operasional sebagaimana
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun
2010, Beban Barang dan Jasa dikonversi menjadi
beberapa Beban, yaitu :

a. Beban Persediaan ;

b. Beban Jasa;



c. Beban Pemeliharaan;
d. Beban Perjalanan Dinas;

e. Beban Lain-lain .

LAPORAN ARUS KAS

a.

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber,
penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu
periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada
tanggal pelaporan.

Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan
aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris;

Suatu transaksi tertentu dapat mempengaruhi arus kas
dari beberapa aktivitas, misalnya transaksi pelunasan
utang yang terdiri dari pelunasan pokok utang dan bunga
utang. Pembayaran pokok utang akan diklasifikasikan ke
dalam aktivitas pendanaan/pembiayaan, sedangkan
pembayaran bunga utang akan diklasifikasikan ke dalam
aktivitas operasi. Jumlah pengeluaran belanja untuk
pembayaran bunga yang dilaporkan dalam arus kas operasi
adalah pengeluaran kas untuk pembayaran bunga dalam
periode akuntansi yang bersangkutan;

Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang disajikan
dalam Laporan Arus terdiri dari transaksi penerimaan dan
pengeluaran melalui Kas Daerah, Badan Layanan Umum
Daerah, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Bantuan
Operasional Sekolah ( BOS).

Metode yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian
Laporan Arus Kas, adalah Metode Langsung.

1) Arus Kas dari Aktivitas Operasi



a. Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama

diperoleh dari antara lain :

1) Hasil Pajak Daerah ;

2) Hasil Retribusi Daerah;

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;

4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, kecuali
Penjualan Aset yang tidak dipisahkan.

5) Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak;
6) Dana Alokasi Umum;

7) Dana Alokasi Khusus;

8) Pendapatan Hibah;

9) Dana Penyesuaian;

10) Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah
Daerah Lainnya;

11) Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah
Daerah Lainnya;

12) Dana Desa;

13) Pendapatan Lain yang belum tercantum di atas.

. Jumlah penerimaan pendapatan dari bagian laba

perusahaan daerah/BUMD yang dilaporkan dalam
aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar-benar
diterima dari bagian laba perusahaan daerah/BUMD
dalam periode akuntansi yang bersangkutan.

Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama
digunakan untuk pengeluaran, antara lain :

1) Belanja Pegawai;

2) Belanja Barang dan Jasa;

3) Belanja Bunga;

4) Belanja Subsidi;

5) Belanja Hibah;



6) Belanja Bantuan Sosial
7) Belanja Lain-lain/Tak Terduga; dan

8) Belanja Transfer.

d. Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator
yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah
daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk
membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan
datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari
luar.

2) Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan.

a. Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan
mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto
dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya
ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan
mendukung pelayanan pemerintah daerah kepada
masyarakat di masa yang akan datang.

b. Arus masuk kas dari aktivitas investasi terdiri dari:

1) Penjualan Aset Tetap;
2) Penjualan Aset Lainnya.

c. Arus keluar kas dari aktivitas investasi terdiri dari :
1) Perolehan Aset Tetap;
2) Perolehan Aset Lainnya.

3) Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan.

a. Arus kas dari aktivitas pendanaan/pembiayaan
mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas brutto
sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan
surplus anggaran yang bertuyjuan untuk memprediksi
klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan



klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang
akan datang.

Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan/pembiayaan
antara lain:

1) Penerimaan pinjaman;

2) Penerimaan Kembali Pinjaman;

3) Penerimaan dari Divestasi;

4) Pencairan Dana Cadangan.

a. Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan/pembiayaan
antara lain

1)
2)
3)
4)

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah;
Pembayaran Pokok Pinjaman;
Pemberian Pinjaman Jangka Panjang ;

Pembentukan Dana Cadangan.

4) Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

a.

Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan
pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas
operasi, investasi, dan pendanaan.

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan
penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak
mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan
pemerintah.

Arus masuk kas dari aktivitas transitoris meliputi
penerimaan PFK dan penerimaan transitoris seperti
kiriman uang masuk dan penerimaan kembali uang
persediaan dari bendahara pengeluaran.

Arus keluar kas dari aktivitas transitoris meliputi
pengeluaran PFK dan pengeluaran transitoris seperti
kiriman uang keluar dan pemberian uang persediaan
kepada bendahara pengeluaran.



€.

PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana
yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau
diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya
potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang
menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum
negara/daerah.

6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

a. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan pos-pos:

1)

2)

3)

Ekuitas awal, merupakan nilai ekuitas akhir pada
Neraca periode tahun lalu atau ekuitas akhir pada
Laporan Perubahan Ekuitas periode tahun lalu ;

Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;

Koreksi-koreksi yang langsung menambah/

mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari

dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan

kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar.

Dalam Laporan Perubahan Ekuitas, dirinci mengenai

klasifikasi koreksi yang terjadi pada periode lalu dan

mempengaruhi ekuitas tahun pelaporan, yaitu :

a) koreksi nilai kas ;

b) Koreksi nilai piutang;

c¢) Koreksi nilai penyisihan piutang;

d) Koreksi nilai persediaan;

e) Koreksi nilai beban dibayar di muka;

f) Koreksi nilai investasi jangka panjang non
permanen;,

g) Koreksi nilai Penyisihan investasi jangka panjang
non permanen;

h) Koreksi nilai investasi jangka panjang permanen;

i)  Koreksi nilai tanah;



j)  Koreksi nilai peralatan mesin;

k) Koreksi nilai Gedung dan Bangunan;

)  Koreksi nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan;

m) Koreksi nilai aset tetap lainnya;

n) Koreksi nilai konstruksi dalam pekerjaan;

o) Koreksi nilai akumulasi penyusutan aset tetap;

p) Koreksi nilai tuntutan ganti kerugian daerah;

q) Koreksi nilai aset tidak berwujud;

r) Koreksi nilai akumulasi amortisasi aset tidak
berwujud;

s) Koreksi nilai aset rusak;

t) Koreksi nilai akumulasi penyusutan aset rusak;

u) Koreksi nilai utang PFK

v) Koreksi nilai pendapatan diterima di muka

w) Koreksi nilai utang beban;

x) Koreksi nilai utang jangka panjang;

y) Koreksi nilai pendapatan — LO;

z) Koreksi nilai beban.

4) Ekuitas akhir, nilainya harus sama dengan ekuitas
pada neraca akhir tahun bersangkutan.

7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

a. Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan
membandingkannya dengan laporan keuangan entitas
lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan disajikan dengan
susunan sebagai berikut :

1) Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas
Akuntansi;

2) Kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;



3)

4)
a)
b)
c)
d)
e)
5)
a)
b)
6)
7)
Catatan

Ikhtisar pencapaian target keuangan berikut hambatan
dan kendalanya;

Kebijakan akuntansi yang penting:

Entitas akuntansi/pelaporan;

Basis akuntansi yang mendasari penyusunan
laporan keuangan;

Basis pengukuran yang digunakan dalam
penyusunan laporan keuangan;

Kesesuaian kebijakan-kebijakan akuntansi yang
diterapkan dengan ketentuan-ketentuan
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan oleh
suatu entitas akuntansi/pelaporan;

Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang
diperlukan untuk memahami laporan keuangan.

Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan:

Rincian dan penjelasan masing-masing pos
Laporan Keuangan;
Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh

Kebijakan Akuntansi Pemerintahan yang belum
disajikan dalam lembar muka Laporan Keuangan.

Informasi tambahan lainnya yang diperlukan seperti
gambaran umum daerah.

Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian
yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka

laporan keuangan.

atas Laporan Keuangan disgjikan secara

sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran,
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan
Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan
Ekuitas harus mempunyai referensi silang dengan informasi
terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.



Di dalam bagian penjelasan akan kebijakan akuntansi,
dijelaskan hal-hal berikut ini:

1) dasar pengakuan dan pengukuran yang digunakan
dalam penyusunan laporan keuangan;

2) kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan
ketentuan-ketentuan masa transisi Standar akuntansi
Pemerintahan diterapkan oleh suatu entitas pelaporan;
dan

3) setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan
untuk memahami laporan keuangan.

Dalam menentukan apakah suatu kebijakan akuntansi
perlu diungkapkan, manajemen harus mempertimbangkan
apakah pengungkapan tersebut dapat membantu pengguna
untuk memahami setiap transaksi yang tercermin dalam
laporan keuangan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang perlu dipertimbangkan
untuk disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan
meliputi, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal sebagai berikut:

1) Pengakuan pendapatan-LRA;

2) Pengakuan pendapatan-LO

3) Pengakuan belanja;

4) Pengakuan beban;

5) Prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasian;
6) Investasi;

7) Pengakuan dan penghentian/penghapusan aset
berwujud dan tidak berwujud;

8) Kontrak-kontrak konstruksi;

9) Kebijakan kapitalisasi pengeluaran,;
10) Kemitraan dengan fihak ketiga;

11) Biaya penelitian dan pengembangan;

12) Persediaan, baik yang untuk dijual maupun untuk
dipakai sendiri;



13) Dana cadangan;

14} Penjabaran mata uang asing dan lindung nilai.
2.1 Ekonomi Makro/Ekonomi Regional
2.2 Kebijakan keuangan

2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD



8. FORMAT LAPORAN KEUANGAN

a. Laporan Keuangan SKPD

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

SKPD

LAPCRAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

Uratan

Anggaran

PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pendapatan Pajak Naerah
Pendapatan Retribusi Daerah
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Lain - lain PAD yang sah
Jumiah Pendapatan Asll Daerah
JUMLAH PENDAPATAN
BELANIA
BELANIJA OPERAS!
Befanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Jumiah Belanja Oporasi

BELANJA MODAL
Belanja Modal Tamah
Belanja Modal Persalatan dan Mesin
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Belanja Modal Salan, Irigasl, dan Jaringan
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Belanja Modal Aset 1ainnya
Jumlah Balank Modal
JUMLAH BELANJA

SURPLUS/DEFISIT

{Dalam Rupiah)
Realisasl %

Reallsasd

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

SKPD
LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

Uralan

20Xx1

20%0

{Dalem Rupish)
Kenalkan/ %

Penurunan

KEGIATAN OPERASIONAL

PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH

pendapatan Pajak Daerah*
Pendapatan Retribusi Daerah

Jumiah Pendapatan Asli Daerah

JUMLAH PENDAPATAN

BEDAN
BEBAN CPERASI
Beban Pegawai
Beban Barang dan Jasa

Iumiah Beban Operasl

BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan
Beban Penyusutan jalan, Irigasi, dan Jaringan
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya
Beban Penyusutan Aset Lainnya
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud

Sumiah Beban Penyusutan dan Amortisasi

JUMLAH BEBAN

SURPLUS/DEFISIT LO




PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
SKPD

NERACA
PER 31 DESEMEER 20X1 dan 20X0
Dalam Rupiah)
Uraian 20X1 20X0

ASET
ASET LANCAR
Kas dan Setara Kas
Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas di Bendahara Penerimaan
Piutang Pajak®
Piutang Retribusi
Piutang Lainnya
Penyisihan Piutang
Reban Nibavyar Dimuka
Persediaan

Jumiah Aset Lancar

ASET TETAP
Tanah
Peralatan dan Mesin
Gedung dan Bangunan
Jalan, Irigasi, dan Jaringan
AsetTetap Lalnnya
Konstruksi dalam Pengerjaan
Akumulasi Penyusutan

Jumiah Aset Tetap

ASET LAINNYA
Tagihan Jangka Panjang
Tagihan Perjualan Angsuran
Tuntutan Ganti Rugi
Kemitraan dengan Mhak Ketiga
Asct Tak Berwajud
AsatLain - lain
Akumidasi Amaortisasi Aset Tidak Berwasjud
Akumulasi Peryusutan Aset Lainnya

Jumiah Aset Lainnva

JUMLAH ASET

KEWAJIIEAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
PendapatanDiterima Dimuka

Utang Belanja

Ltang langka Pendek | ainnya

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek

JUMLAH KEWAJIBAN

EKUITAS

EKUITAS

Surplus/Defisit-LO

Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS




PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
SKPD
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPA! DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

Dalam Rupiah)

Uraian 20X1 20X0

Ekuitas Awal
Surplus /Defisit LO
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)
Koreksi Nilai Persediaan
Selisih Revaluasi Aset Tetap
Lain - lain
Ekuitas Akhir

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN .
SKPD

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1

PENDAHULUAN
BAB | |Pendahuluan
11 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD
12 Landasan hukum penyus unan laporan keuangan SKPD
13 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD
BAB Il |Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD
21 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pemerintah daerah
22 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
BAB Ill |Penjelasan pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah
3.1 Rincian dari penjelasan dari masing-masing pos-pos pelaporan keuangan pemerintah
daerah
3.1.1 Pendapatan - LRA
3.1.2 Belanja
3.1.3 Pendapatan - LO
3.14 Beban
3.1,5 Aset
3.1.6 Kewajiban
3.1.7 Ekuitas Dana
3.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan
penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan
penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan
basis akrual pada pemerintah daerah
BAB IV |Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan SKPD
BAB V |Penutup




b. Laporan Keuangan SKPKD

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
SKPKD ___
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDARATAMN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20Xt dan 20X0

fDatarm Ryniahl
Uralan Anggaran | Reallsasi % Realisasi
IPENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pendapatan Pajak Caerah

PerhpatanRetribug Dazrsh
PandapatanHasl dangelo ¢ir Keksyaat Dseranyang Dip sahkan
Lalr - RinPAD vsng sah

Jumhah Pendapatan Ask Dastah

PENDAPATAN TRANSFER
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINT AH PUSAT - DANA PERIMBANGAM
Dana Bagi Hasil
Dana Alocasi Umum
Dana Alocasi khusus - Fisic
Dana Alocasi Khusws - Non isik

Jumhah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan

PENDAPATAN TRANSFER PEMERINT AH PUSAT - LAINNYA
Dana Insentif Daerat

Dana Otorcmi khusus

Dana Keistimewsan

Dana Dess

Jumbh Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH
PedapatanBagl Hasll
Bantuan <euangsn

Jumiah Pendapatan Iransfer Antar Vaerah

Total Pendapatan Transter

LAIN - IAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
Pendapatan Hibah
Pendapaton Dana Dorurot
PeadapatanLeinnve

Jumlah Laln - lain Pendapatan Daerah yang Sah

JUMLAH PENDAPATAN

[BELANIA

BELANJA OPERASI
Belan)a Fegawal
Belanja karang dan Jasa
Belanja turga
Belanja ubsic
Belanja Hioah
Bdan|a Bartuan$asial

Jumbh Belanp Operasi

BELANJA MODAL
Rdanja Modal Tenat
Bel anja Modal Pera sta s can Mesir
Belanja Mcdal Gedung an Barguian
Buurtia Mudal Sddan, higasi, Jan Juingsn
edan|a Modal Aset TetapLa nnya
8danja Modal Aset Lalnnya

Jumhh telanja pAadal




BELANJA TAK TERDUGA
Belanja Tak Terduga

Jumlah Belanjo Tek Terduga

BELANJA TRANSFER
Belanje Bantuan Keuangen antar Daerah Kebupaten/Kota
Belanja Bantan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinst

Belanja Bantuan Keuargan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Dejg
Jumlzh Balanja Transfer

JUMLAH BELANJA

SURPLUS/DEFISIT

PEMBIAYAAN
PENERIMAAN PEMBIAYAAN
Perggunaan SILPA
Pencairan Uana Cadangan
Hasil Penjualan Kekayaan Daerzh yang Dipisahkan
Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat
Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemeninteh Daerah Lain
Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank
Penerimaan Finjamen Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank
Penerimaan Minjaman Uaerah - Macyarakat (Ubligasi Vaerah)
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
Penerimaan Pembliayaan Lalnnya
Jumlah Panerimaan Pembiayaan

PENGELUARAN PEMBIAYAAN
Pembentukan Dana Cadangan
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Pertbiayrnan Pinjamian daii Pernerintah Pusal
Pembayaran Minjaman dari Pemerintah Uaerah Lain
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank
Pembayaran Finjaman dari Lembaga Keuangan Hukan Bank
Permbayaran Pinjaman dari Masyarakat [Obligasi Daerah)
Pemberian Pinjaman Daerah
Pergeltiaran Perbiayaan | sinnya

Jumiah Pengeluaran Pembiayaan
PEMBIAYAAN NETTO

Siea Lebih Pembiayaan Anggaran




PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

SKPKD
LAPORAN OPERAS IONAL
UNTUK TAHUN YAN G BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2011 dan 20X0
{Dalam Rupizh)
Uralan 281 are | Kerdllaof |,
Penurunan
INEGIATAN OPERAS IONAL
PEHDAPATAN
PEHDAPATAN ASLI DAERAH
Pendzpatan P3jak Daerah

Pendzpatan Retribusi Jaerah
Pendzpatan Hasl Pengelolaan kecayaar Daerzhyang Dipisatkan
La n- lain 2AD yeng sat

Jumlah Pendapatan Asf Daerah

PENDAPATAN TRANSFER
PENDAPATAN TRANSFER PEMERIN TAH PUSAT- DANA PERIMBANGAN
Dena Bagl Has!
Dzna Aldkas! Jmum
Dena Alckasl <husus - Rsik
Dzna Alokasi ¢husus - NenF sik

Jumiah Pendapatan Transfer Dana Perlmbangan

PENDAPATAN TRANSFER PEMERIN TAH PUSAT- LANNYA
Dzna irsentif Daerah

Dzna Ctonom Kkusus

Déena Kelstimewsan

Dena Desz

Jumbah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH
Pendzpatan Bagl Hast
Banwua {eLangen

Jumiah Pendapatan Trander Antar Daerah

Total Pendapatan Transfer

LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
Pendzpaten Hiksh
Pendzpatan Dana Darurat
Pendzpatan Lainya

Jumiah tain - lain Pendapatan Daerah yang Sah

JUMLAH PENDAPATAN

BERAN
BEBAR OPERAS!
Beban Pegawal
Beban Barang can Jes3
Beban Burga
Beban Subs il
Beban Hibah
8eban Bantuan So¢lat

Jumiah Beban Operasi

BEBAN PEH YUSUTAN DAN AMORTISAS]
Beban Penyusutan Peralatan dan Vesin
Beban Penyusutan Gedung dan Barganan
Beban PenyusutanJalar, lrgasi, dan Jaring ar
Beban Penyusutan As et TelapLainnya
Beban Penyusutan Aset Lainnya
8eban Amor;isas Aset TakBenwujLd

Jumiah Beban Penyusutan dan Amortisasi




BEBAN TRANSFER
Rehan Ragi Hasil
Beban Bantuon Keuangan

Jumlah Beban Transfer

BEBAN TAK TERDUGA
Beban Tak Terduga

Jumlah Beban Tak Terduga

JUMLAH BEBAN

SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI

SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

SURPLUS NON OPERASIONAL
Sutplus Penjualan/PerwharanfPelepasen Asel Non Lanca
Sumplus Penyelesaizn Kewsjiban Jangka Panjarg
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

lumlah SurplusNon Operasional

DEFISIT NON OPERASIONAL
Deflslt Penjualan/Perwukaran/Pelepasan Aset Non Lancar
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Jumizh Defistt Non Operasional

JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA

PENDAPATAN LUARBIASA

Pendapatan Luar Giasa

Jumiah Pendapatan Luar Blasa

BEBAN LUARBIASA
Beban lwar Biasa

Jumiah Beban Luar Blaca

POS LUAR BIASA

SURPLUS/DEFISIT LO




PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

Kas dan Setara Kas
Kas d' Kas Dzerah
Kas d' Bencaharz Fengeluaran
Kas d' Bencaharz Fenerimaan
Kas Lainnya
Setara Kas

Investasi lzngka Pendek
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LAMPIRAN IV

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA
BANJARMASIN

KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 01
TENTANG KAS DAN SETARA KAS

DEFINISI

1.

Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank
yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan
pemerintah daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid
yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan
nilai yang signifikan.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap
saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang
siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai
yang signifikan.

Kas dan Setara Kas terdiri dari:

a. Kas di Kas Daerah;

Merupakan kas milik pemerintah kabupaten yang ada pada
Rekening Kas Daerah. Kas ini merupakan akumulasi dari saldo
akhir tahun lalu , penerimaan dan pengeluaran pada tahun
pelaporan

b. Kas di Bendahara Penerimaan;

Merupakan kas atas penerimaan pendapatan daerah pada
tahun pelaporan yang sampai dengan tanggal pelaporan belum
disetorkan oleh Bendahara Penerimaan ke Kas Daerah.

c. Kas di Bendahara Pengeluaran;

Merupakan kas pada Bendahara Pengeluaran SKPD yang
sampai dengan tanggal pelaporan masih berada di Bendahara
Pengeluaran dan belum disetorkan ke Kas Daerah. Saldo kas
tersebut merupakan sisa Uang Persediaan , SP2D Tambah Uang
dan SP2D Langsung (LS) yang pada tanggal laporan belum
disetorkan ke Kas Daerah.

d. Kas di Bendahara BOS.

Merupakan saldo Kas pada Bendahara BOS Satuan Pendidikan
Negeri pada tanggal pelaporan, yang akan dipergunakan
kembali pada periode berikutnya.



e. Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Merupakan saldo Kas pada Bendahara BLUD pada tanggal
pelaporan, yang akan dipergunakan kembali pada periode
berikutnya oleh BLUD.

f. Kas di Dana Kapitasi pada FKTP;

Merupakan saldo Kas pada Bendahara Dana Kapitasi pada
FKTP/Puskesmas pada tanggal pelaporan, yang akan
dipergunakan kembali pada periode berikutnya

g. Kas Lainnya

Merupakan saldo kas selain kas di kas daerah, kas di
bendahara penerimaan, kas di bendahara pengeluaran, kas di
BLUD, kas dana BOS, dan kas dana kapitasi pada FKTP .

h. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid
yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko
perubahan nilai yang signifikan. Setara kas terdiri dari :

- Simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga)
bulan;

- Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau
kurang dari 3 (tiga) bulan.

Klasifikasi kas dan setara kas secara terinci diuraikan dalam Bagan
Akun Standar (BAS)

PENGAKUAN

7.

10.

11.

Kas diakui berdasarkan transaksi kas. Transaksi kas dapat
dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu transaksi penerimaan
yang menambah saldo kas daerah dan transaksi pengeluaran kas
yang akan mengurangi saldo kas daerah.

Transaksi penerimaan kas dapat berupa transaksi pendapatan
dan, transaksi penerimaan pembiayaan, dan transaksi penerimaan
lainnya/ non anggaran.

Transaksi pengeluaran kas dapat berupa transaksi belanja dan
pengeluaran transfer, pengeluaran pembiayaan dan

Kas dari transaksi pendapatan diakui saat kas tersebut diterima di
Rekening Kas Umum Daerah, kas tersebut diterima di Bendahara
Penerimaan yang merupakan bagian dari BUD atau pengesahaan
penerimaan pendapatan.

Kas yang dikeluarkan melalui transasksi belanja dan transfer
diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum
Daerah atau Bendahara Pengeluaran.



12. Kas dari transaksi penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas
telah diterima di RKUD sebagai pembiayaan yang harus dibayar
kembali. Kas yang dikeluarkan melalui transaksi pengeluaran
pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari RKUD sebagai
pengeluaran pembiayaan.

13. Kas dari transaksi penerimaan/pengeluaran lainnya berupa
penerimaan/pengeluaran non anggaran yang merupakan transaksi
yang tidak mempengaruhi laporan realisasi anggaran tetapi
mempengaruhi kas secara umum seperti transaksi Perhitungan
Fihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan kas
yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah
Membayar, misalnya potongan Iuran Wajib Pegawai, Iuran BPJS,
Pungutan Pajak atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga
misalnya Potongan dan Pungutan Pajak yang diterima oleh
Bendahara Pengeluaran.

14. Kas dan Setara Kas diakui pada saat Kas dan Setara Kas diterima
dan/atau dikeluarkan atau dibayarkan. Sedangkan untuk Kas di
Bendahara FKTP JKN dan Kas di Bendahara BOS diakui pada saat
pendapatan dan belanja telah dilaporkan oleh entitas penerima
kepada Bendahara Umum Daerah untuk atau dapat disahkan atau
diakui sebagai pendapatan dan belanja/beban daerah;

15. Dokumen penanda Kas dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

No | .  SebsbPengalmén. = | - . Dokumen

1 Penerimaan Pendapatan Tanda Bukti Penerimaan, Bukti
Setoran Bank, Nota Kredit, RTGS,
SP2B, NPHD

2 Penyetoran Pendapatan STS, Nota Kredit

3 Uang Persediaan SP2D UP/GU/TU

4 Belanja Kuitansi Pembayaran, SP2D LS, SPB,
SP2B

5 Pemungutan Pajak Bukti Pungut Pajak

6 Penyetoran Pajak Bukti Setor Pajak

7 Penerimaan Pembiayaan STS, Nota Kredit

8 Pengeluaran Pembiayaan SP2D

PENGUKURAN

16. Kas dan Setara Kas diukur berdasarkan nilai nominal.

17. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila
Kas dan Setara Kas dalam bentuk valuta asing maka Kas dan
Setara Kas dikonversi menjadi rupiah dengan menggunakan kurs
tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.



PENYAJIAN
18. Kas dan Setara Kas disajikan di neraca pada kelompok aset lancar.

19. Ilustrasi penyajian akun kas di neraca sebagai berikut:

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
NERACA
Per 31 Desember 20x1 dan 20x0

(Dalam Rupiah)

No.| Uraian ' 20X1 20X0
1 |ASET

2 Aset Lancar

3 Kas dan Setara Kas

4 Kas di Kas Daerah

5 Kas di Bendahara Penerimaan

6 Kas di Bendahara Pengeluaran

7 Kas Di Badan Layanan Umum Daerah

8 Kas dana BOS

9 Kas Dana Kapitasi pada FKTP

10 Kas Lainnya

11 Setara Kas -

12 Investasi Jangka Pendek

13 Piutang

14 Beban Dibayar Dimuka

15 Persediaan

Jumlah Aset Lancar
20. Kas diklasifikasikan sebagai berikut:
Jenis Obyek Keterangan
Kas Kas di Kas Daerah Kas yang berada di Kas Daerah

Potongan Pajak dan Transitoris Lainnya

Kas Lainnya

Kas di Bendahara Pendapatan Yang Belum Disetor
Penerimaan

Kas di Bendahara Sisa Pengisian Kas UP/GU/TU

Pengeluaran
Pajak di SKPD yang Belum Disetor
Kas Di Badan Kas Tunai BLUD
Layanan Umum
Daerah Kas di Bank BLUD

Pajak yang Belum Disetor BLUD

Uang Muka Pasien RSUD/BLUD




Kas di Bendahara Kas untuk menampung dana BOS di Satuan

BOS Pendidikan Negeri

Kas di Bendahara Kas untuk menampung Dana Kapitasi di

FKTP Puskesmas

Kas Lainnya Kas untuk menampung selain kas tersebut
diatas

Setara Kas Deposito Deposito (kurang dari 3 bulan)

Investasi Jangka Surat Utang Negara /Obligasi (kurang dari 3

Pendek (kurang dari bulan)

3 bulan)

PENGUNGKAPAN

21. Informasi yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan
Keuangan adalah sebagai berikut:

a. rincian Kas dan Setara Kas yang disajikan dalam laporan
keuangan, antara lain, menurut organisasi, jenis kas, posisi
kas, penjelasan kas (pungutan pajak, sisa uang persediaan dan
lainnyal);

b. kebijakan manajemen Kas dan Setara Kas; dan

c. informasi lainnya yang dianggap perlu.




BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 20 Juli 2021
WALI KOTA BANJARMASIN,.£..

-

QIBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin

pada tanggal -/ Juli 2021

(( Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN, /

.

MUKHYAR

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN =t -1 NOMOR



LAMPIRAN I

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR <% TAHUN 2021

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA
BANJARMASIN

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

KOMPONEN UTAMA KEBIJAKAN AKUNTANSI

Komponen utama kebijakan akuntansi pemerintah daerah terdiri atas:

1.

Kerangka Konseptual

Memuat prinsip akuntansi dasar dalam penyusunan dan penyajian
laporan keuangan serta berfungsi sebagai acuan dalam hal terdapat
masalah akuntansi yang belum dinyatakan baik dalam Standar
Akuntansi Pemerintahan maupun dalam Kebijakan Akuntansi
terkait akun laporan keuangan.

Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan

Memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan serta
berfungsi sebagai panduan dalam proses pelaporan keuangan.

Kebijakan Akuntansi Akun

Mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan
transaksi atau peristiwa setiap akun sesuai dengan PSAP atas :

a. Pemilihan metode akuntansi atas kebijakan pengakuan
dan/atau pengukuran di SAP yang memberikan beberapa
pilihan metode.

b. Pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan pengakuan
dan/atau pengukuran yang ada di SAP.

c. Pengaturan hal-hal yang belum diatur SAP.

/WALI KOTA BANJARMASIN, /

IBNU SINA



KESEIMBANGAN ANTAR KARAKTERISTIK KUALITATIF

Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk
mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai
tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan
keuangan pemerintah daerah. Kepentingan relatif antar
karakteristik dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara
relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan
antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan

masalah pertimbangan profesional.

/ WALI KOTA BANJARMASIN, ,}

i

GIBNU SINA



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PEN DAHULUAN
BAB | |Pendahuluan
11 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan pemerintah daeiah
12 Lz ndasan hukum penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
13 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan pemerintah daersh
BAB Il |Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD
2.1 Ekonomi makiro
22 Kebijakan keuangan
23 Indikator pencapaian target kinerja APBD
BAB [Il |Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan pemerintah daerah
2l Ikhtisar realisasi pencapaian taiget kinerja keuangan pemerintah daerah
3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah diteta pkan
BAB IV |Kehijakan akuntansi
4.1 Entitas akuntansi / entitas pelaporan keuangan dacrah
4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah
daerah
4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah
daerah
4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP
pemerintah dacrah
BABV [Penjelasan pus-pos laporan keuangan pemerinlah daerah
5.1 Rincian dari penjelasan dari masing-masing pos-pos pelaporan keuangan pemerintah
daerah
5.1.1 Pendapatan - LRA
5.1.2 Belanja
5.1.3 Pembiayaan
5.1.4 Pendapatan - LO
5.1.5 Beban
51.0 Aset
5.1.7 Kewajiban
5.1.8 Ekuitas Dana
5.2 Pengungkapan atas pos pos aset dan kewajiban vang timbul schubungan dengan
penerapan basis akmal atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan
penerapan basis kas, umuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan
basis akrual pada pemerintah daerah
BAB VI |Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan pe merintah daerah
BAB VIl |Penutup

/WALI KOTA BANJARMASIN,

e
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KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 17
TENTANG

PENYELESAIAN PEKERJAAN YANG MELEWATI TAHUN ANGGARAN

Transaksi penyelesaian pekerjaan yang melewati tahun anggaran (lihat di
Peraturan Wali Kota Nomor 63 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Sisa
Pekerjaan Tahun Anggaran Berkenaan Dibebankan Pada Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran
Berikutnya) dengan ketentuan:

1.

Transaksi pembayaran atas pekerjaan yang belum selesai dilakukan
sebesar progres per-akhir tahun anggaran, untuk asetnya dicatat
sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan;

Jaminan/garansi Bank yang diterima diakui sebagai Lain-Lain
Pendapatan Asli Daerah Yang Sah pada Pendapatan Hasil Eksekusi
Atas Jaminan Atas Pengadaan Barang/Jasa;

Jaminan pelaksanaan atas pekerjaan yang dilanjutkan pada tahun
berikutnya;

Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan diakui sebagai
pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

/WALI KOTA BANJARMASIN/__
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